
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024) 

Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) 

https://jhlg.rewangrencang.com/  

1 

 

 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 

DAMPAKNYA PADA PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA 

A JUDICIAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AND ITS IMPACT 

ON BUSINESS PRACTICES IN INDONESIA  

Laura Sally Patricia dan Ariawan 

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara 

Korespondensi Penulis : laura.205210026@stu.untar.ac.id   

Citation Structure Recommendation : 

Patricia, Laura Sally dan Ariawan. Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dan 

Dampaknya pada Praktik Bisnis di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. 

Vol.5. No.4 (2024).  

ABSTRAK 

Implementasi peraturan perlindungan konsumen di Indonesia memainkan peran 

krusial dalam membentuk hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. 

Dinamika ini mencerminkan bagaimana kebijakan yang ada berupaya 

menciptakan keseimbangan kepentingan, namun masih terdapat tantangan dalam 

pelaksanaannya. Ketidakmampuan peraturan saat ini untuk sepenuhnya 

melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan menimbulkan 

pertanyaan tentang efektivitasnya. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah 

untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen, termasuk penegakan hukum 

yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran di antara pelaku usaha, agar tercipta 

praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Implementasi Regulasi, Kepatuhan, 

Penegakan Hukum 

 

ABSTRACT 

The implementation of consumer protection regulations in Indonesia plays a 

crucial role in shaping the relationship between businesses and consumers. This 

dynamic reflects how current policies strive to create a balance of interests, yet 

challenges remain in their execution. The existing regulations’ inability to fully 

protect consumers from harmful business practices raises questions about their 

effectiveness. Therefore, steps are needed to strengthen the consumer protection 

system, including stricter law enforcement and increased awareness among 

business actors, to foster fair and sustainable business practices. 

Keywords: Consumer Protection, Regulation Implementation, Compliance, Law 

Enforcement 
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A. PENDAHULUAN 

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam 

mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi konsumen di Indonesia. 

Banyak sekali peraturan Undang-Undang dalam Hukum perlindungan konsumen 

yang dibuat sebagai jaminan hukum atas hak-hak atas konsumen dalam transaksi 

di dunia pasar. Konsumen juga masih sangat berharap dan mengandalkan keadilan 

yang ada dan tertuang dalam Undang-Undang.1 Hal ini mencerminkan tanggung 

jawab negara untuk melindungi segala aspek keseimbangan antara kepentingan 

konsumen dan juga pelaku usaha. 

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, praktik bisnis di 

Indonesia telah mengalami banyak sekali perubahan yang terlihat. Globalisasi dan 

juga kemajuan teknologi informasi seperti e-commerce, mewajibkan adanya 

Undang-Undang perlindungan konsumen yang bisa beradaptasi atau berkamuflase 

dengan segala bentuk transaksi baru, meskipun hal ini juga menimbulkan 

tantangan dan kesulitan lainnya dalam menjaga hak-hak konsumen di pasar yang 

semakin rumit dan kompleks.2 

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi dalam perlindungan 

konsumen di Indonesia adalah ketidakpatuhan sebagian pelaku usaha terhadap 

peraturan maupun ketentuan hukum yang ada dan berlaku.3 Meskipun ada sanksi 

yang tercatat dalam UUPK dimana disebutkan akan ada pertanggung jawaban 

pelaku usaha yang tidak memiliki badan hukum dengan menyelesaikan masalah 

melalui musyawarah4, namun masih banyak sekali pelaku usaha yang sering 

mengabaikan hak konsumen demi keuntungan pribadinya. Hal ini dapat terjadi 

karena lemahnya pengawasan dalam penegakan hukum di Indonesia, serta 

kurangnya kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan-peraturan hukum yang 

berlaku. 

                                                           
1 Karolus E. Lature, Akses Konsumen terhadap Keadilan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Jurnal Pemuliaan Hukum, Vol.3, No.2 (Oktober 2020), p.3. 
2 Yanci Libria Fista, dkk., Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-commerce 

Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Binamulia hukum, 

Vol.12, No.1 (Juli 2023), p.177. 
3 Muhammad Arif Widyanto, Problematika Perlindungan Konsumen dalam Transaksi 

Elektronik di Indonesia, Privat Law, Vol.9, No.1 (2021). 
4 Lalu Samsu Rizan, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang 

Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha yang Tidak Berbadan Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 

Vol.5, No.6 (Juni 2022), p.1666. 
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Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum adalah isu utama 

dalam perlindungan konsumen. Banyak pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak 

konsumen demi keuntungan pribadi, sering kali disebabkan oleh lemahnya 

pengawasan, penegakan hukum, dan kesadaran mengenai kepatuhan terhadap 

peraturan.5 Ketidakpatuhan ini berdampak negatif pada konsumen dan iklim 

usaha, menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen yang dapat mengganggu 

stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi. 

Agar perlindungan konsumen dapat terpenuhi, maka perlu dilakukannya 

penyesuaian aturan periodik agar relevan dengan teknologi dan pasar. Edukasi 

Konsumen juga diperlukan agar mereka lebih mampu melindungi dirinya. 

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum 

perlindungan konsumen di Indonesia, dengan harapan menciptakan lingkungan 

bisnis yang lebih adil dan masyarakat yang lebih terlindungi.6 

1. Bagaimana implementasi peraturan perlindungan konsumen mempengaruhi 

dinamika hubungan antara pelaku usaha dan konsumen di Indonesia? 

2. Bagaimana sistem perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditingkatkan 

untuk mengatasi tantangan yang timbul dari praktik bisnis yang merugikan? 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Implementasi Peraturan Perlindungan Konsumen Mempengaruhi 

Dinamika Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen di Indonesia 

Penerapan peraturan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki peranan 

sangat penting dalam membuat dinamika hubungan antara pelaku usaha dan juga 

konsumen. Tujuan adanya peraturan ini untuk menciptakan kesetaraan antara 

kepentingan usaha dan juga hak konsumen yang harus terpenuhi, sehingga 

hubungan kedua belah pihak bisa tercipta dengan baik tanpa salah satunya harus 

merasa dirugikan.7 

                                                           
5 Nurul Fibrianti, Penyelenggaran Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara, Pelaku 

Usaha, dan Konsumen, Jurnal Borobudur Law Review, Vol.2, No.2 (2020), p.99. 
6 Yustina Dhian Novita, dkk., Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di 

Era Bisnis Digital, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, No.1 (2021), p.54. 
7 Puteri Asyifa Octavia Apandy, dkk., Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam 

Jual Beli, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.3, No.1 (Juli 2021), p.15. 
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Dengan adanya peraturan perlindungan konsumen, kesadaran konsumen 

terhadap hak-haknya semakin meningkat. Konsumen menjadi lebih kritis dalam 

memilih produk dan jasa, serta lebih aktif dalam menuntut hak-haknya ketika 

merasa dirugikan.8 Implementasi peraturan ini juga berkontribusi terhadap 

peningkatan transparansi dalam transaksi bisnis. Pelaku usaha diharuskan untuk 

memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa yang 

mereka tawarkan.9 Transparansi ini meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap pelaku usaha, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antara kedua 

belah pihak. 

Pelaku usaha yang menyadari pentingnya kepatuhan terhadap peraturan 

perlindungan konsumen cenderung mengadopsi praktik bisnis yang lebih 

bertanggung jawab.10 Mereka mulai memahami bahwa dengan mematuhi 

peraturan, mereka tidak hanya menghindari sanksi hukum tetapi juga membangun 

reputasi positif yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen. 

Namun penerapan peraturan perlindungan konsumen juga menghadapi 

banyak tantangan. Banyak pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan 

menengah, masih kesulitan untuk sepenuhnya mematuhi peraturan ini. Tantangan-

tantangan ini sering kali berasal dari minimnya pengetahuan dan sumber daya 

untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang.11 

Di sisi lain, regulasi perlindungan konsumen mendorong perusahaan-

perusahaan untuk semakin berinovasi. Mereka harus mengembangkan produk dan 

layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen namun juga mematuhi 

standar keselamatan dan juga kualitas peraturan.12 Jika dijalankan dengan baik 

dan benar, inovasi ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. 

                                                           
8 Erry Fitrya Primadhany, Hukum Perlindungan Konsumen dan Implikasinya terhadap Hak 

Asasi Manusia di Kabupaten Sukabumi: Studi Kasus Tentang Perlindungan Konsumen pada 

Produk Pangan, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.6 (Juni 2023), p.497. 
9 Roby Dadhan Marganti Ritonga, Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.2, No.1 

(Juni 2020), p.74. 
10 Roby Dadhan Marganti Ritonga, Ibid., p.76. 
11 Andi Adwiyah Fiscarina, Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (Februari 2022), P.59. 
12 Meriza Elpha Darnia, Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perlindungan Konsumen 

di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan kewarganegaraan, Vol.2 No.6 (November 

2023), p.236. 
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Pemerintah berperan aktif dalam mengawal dan melaksanakan peraturan 

perlindungan konsumen melalui berbagai lembaga yang memang memiliki 

kewenangan membantu konsumen. Pengawasan yang efektif ini memastikan 

bahwa dunia usaha mematuhi peraturan dan konsumen dapat mendapatkan 

perlindunganyang diperlukan.13 

Ketentuan Perlindungan Konsumen juga mengatur mekanisme penyelesaian 

sengketa yang adil dan efisien.14 Apabila muncul perselisihan antara konsumen 

dan badan usaha, ada beberapa cara hukum yang tercatat dan jelas untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Mekanisme ini membantu untuk menjaga 

keseimbangan hubungan antara badan usaha dan juga konsumen itu sendiri. 

Dalam skala yang lebih luas, Penerapan regulasi perlindungan konsumen 

berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian nasional.15 Hubungan yang 

harmonis antara pelaku usaha dan juga konsumen akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang lebih baik, meningkatkan kepecayaan konsumen terhadap pasal 

dalam negeri dan juga meningkatkan inventasi di dunia usaha. 

Namun, masih terdapat kasus di mana pelaku usaha secara sengaja ataupun 

tidak sengaja melanggar peraturan perlindungan konsumen. Pelanggaran ini tidak 

hanya merugikan konsumen, namun juga merusak hubungan jangka panjang 

antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar peraturan 

seringkali menghadapi sanksi hukum yang berat, termasuk denda dan pencabutan 

izin usaha. Dinamika hubungan antara pelaku usaha dan konsumen juga 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin maraknya transaksi 

elektronik dan e-commerce, peraturan perlindungan konsumen harus terus 

disesuaikan untuk menangani tantangan baru yang muncul dari perkembangan 

ini.16 Pelaku usaha perlu beradaptasi dengan regulasi yang terus berkembang 

untuk tetap relevan dan patuh. 

                                                           
13 J. Widijantoro, dkk., Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif 

Konsumen dan Pelaku Usaha, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, p.3. 
14 Adi Wijaya, Analisis Penyelesaian Sengketa Fintech Menggunakan BPSK dan LAPS di 

Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’Ah, Vol.5, No.2 (Desember 2023), p.192. 
15 Kea Ezati A.K, Konsep Dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen 

Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, 

No.19 (Oktober 2023), p.426. 
16 Agung Sulistyo, dkk., Literasi Digital Pelaku UMKM Dalam Upaya Menciptakan Bisnis 

Berkelanjutan, Jurnal Komunikasi Pemberdayaan, Vol.1, No.2 (Desember 2022), p.88. 
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Kerjasama sektor publik dan swasta juga diperlukan untuk meningkatkan 

efektivitas penerapan peraturan perlindungan konsumen.17 Pemerintah harus 

bekerjasama dengan pemangku kepentingan dunia usaha dan organisasi konsumen 

untuk menciptakan bisnis yang adil dan transparan di mana hak-hak konsumen 

terlindungi secara efektif dan dunia usaha dapat beroperasi secara bertanggung 

jawab. Secara keseluruhan, implementasi peraturan perlindungan konsumen 

memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika hubungan antara pelaku 

usaha dan konsumen di Indonesia. Regulasi yang efektif mendorong praktik bisnis 

yang lebih adil, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan pasar 

yang lebih stabil.18 Namun, keberhasilan implementasi ini tergantung pada 

kepatuhan pelaku usaha, pengawasan pemerintah yang ketat, dan adaptasi regulasi 

terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis modern. 

2. Peningkatan Sistem Perlindungan Konsumen di Indonesia untuk 

Mengatasi Tantangan yang Timbul dari Praktik Bisnis yang Merugikan 

Salah satu kendala utama dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia 

adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-

hak konsumen. Banyak konsumen tidak memahami bahwa mereka mempunyai 

hak atas produk dan layanan yang aman dan berkualitas tinggi.19 Pelaku usaha 

yang tidak mematuhi UUPK seringkali tidak mendapatkan sanksi yang 

seharusnya, sehingga mengurangi efek jera dari Undang-Undang tersebut. Hal ini 

menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan dukungan yang 

lebih berfokus terkait hal-hak konsumen. 

Perlu Penguatan kontrol praktik komersial guna meningkatkan efektivitas 

sistem perlindungan konsumen dengan memperkuat peran lembaga pengawas 

khusus perlindungan konsumen. Penguatan pengawasan ini harus dibarengi 

dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku ekonomi yang 

melanggar ketentuan UUPK. Denda yang lebih berat dan sanksi administratif 

yang efektif perlu diterapkan untuk mencegah pelanggaran berulang. 

                                                           
17 Bayu Kharisma, Kerjasama Sektor Publik dan Swasta juga Diperlukan untuk 

Meningkatkan Efektivitas Penerapan Peraturan Perlindungan Konsumen, Jurnal Buletin Studi 

Ekonomi, Vol.19, No.1 (Februari 2014), p.5. 
18 Syahril Sidiq, Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap 

Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, JMLR, 7 (2) (2023), p.40. 
19 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008, p.34. 
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Seiring dengan perkembangan teknologi yang naik pesat, praktik bisnis 

di Indonesia juga mengalami transformasi, terutama dengan meningkatnya 

transaksi digital dan e-commerce.20 Regulasi yang ada saat ini sering kali tidak 

mampu mengakomodasi perubahan ini, sehingga diperlukan revisi dan 

pembaruan regulasi yang adaptif. Sistem perlindungan konsumen harus 

mencakup aturan yang spesifik untuk transaksi digital, termasuk perlindungan 

data pribadi konsumen dan jaminan keamanan transaksi online. 

Peningkatan sistem perlindungan konsumen tidak hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif dari 

pelaku usaha. Pelaku usaha perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan 

regulasi baru agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang tanggung 

jawab mereka dan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Pemerintah juga dapat 

bekerja sama dengan asosiasi bisnis untuk memberikan pelatihan dan 

pendampingan kepada pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah 

(UKM), dalam menjalani standar perlindungan konsumen.21 

Selain penegakan hukum, edukasi konsumen menjadi salah satu aspek 

penting dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen. Konsumen yang 

sadar akan hak-haknya cenderung lebih kritis dan berhati-hati dalam 

melakukan transaksi.22 Oleh karena itu, kampanye edukasi yang berkelanjutan 

mengenai hak-hak konsumen dan cara melindungi diri dari praktik bisnis yang 

merugikan harus terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat, dan organisasi konsumen. Teknologi dapat digunakan sebagai alat 

yang efektif untuk membantu praktik bisnis dan meningkatkan perlindungan 

konsumen. Misalnya, platform online yang memungkinkan konsumen 

melaporkan pelanggaran atau memberikan ulasan terhadap produk dan layanan 

dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendeteksi pelanggaran dengan cepat.23 

Pemerintah juga dapat menggunakan data besar dan kecerdasan buatan untuk 

menganalisis pola pelanggaran dan mengambil tindakan pencegahan. 

                                                           
20 Sudaryono, E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 

Sebagai Entrepreneur Modern dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline, Jurnal Manajemen dan 

Bisnis Baja, Vol.2, No.2 (Agustus 2020), p.118. 
21 Ferri Alfadri, Peran Quadruple Helix dalam Meningkatkan Kreatifitas dan Inovasi 

Industri Kreatif Berbasis Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.9, No.2 (2023), p.8. 
22 Fransiska Novita Eleanora, Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak-Hak Konsumen 

Melalui Sarana Edukasi, Jurnal Gorontalo Law Review, Vol.6, No.1 (April 2023), p.4. 
23 Andi Tri Haryono dan Bolmer Suryadi Hutasoit, Digital Marketing Antara Pemahaman 

Teoritis dan Panduan Praktis, Lakeisha, Jawa Tengah, 2023, p.7. 
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Penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif adalah komponen penting dari 

sistem perlindungan konsumen yang kuat.24 Mekanisme penyelesaian sengketa 

harus dibuat lebih mudah diakses, dengan biaya yang terjangkau dan proses yang 

lebih cepat. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase dapat 

menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan dengan proses pengadilan yang 

sering kali memakan waktu dan biaya.25 

Belajar dari pengalaman negara lain dalam mengatasi tantangan 

perlindungan konsumen dapat menjadi strategi yang efektif. Negara-negara maju 

seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki sistem perlindungan konsumen 

yang lebih kuat dan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem di 

Indonesia.26 Studi perbandingan hukum dan penerapan best practices dari negara-

negara tersebut dapat membantu Indonesia dalam mengembangkan regulasi yang 

lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar. 

Untuk mengatasi tantangan yang timbul dari praktik bisnis yang merugikan, 

sistem perlindungan konsumen di Indonesia harus ditingkatkan melalui berbagai 

pendekatan strategis. Penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, 

penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi, serta edukasi konsumen 

yang berkelanjutan adalah kunci dalam mewujudkan perlindungan yang lebih 

efektif.27 Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen 

harus terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, 

dan berdaya saing, sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi 

konsumen di Indonesia. 

 

 

                                                           
24 Marcel Eka Surya Simanjuntak, Perbandingan Perlindungan Hukum Konsumen dan 

Penyelesaian Sengketa Cross Border E-Commerce Negara Indonesia dengan Jepang, Jurnal Ilmu 

Sosial dan Pendidikan, Vol.7, No.3 (Juli 2023), p.2039. 
25 Imam Syaroni dan Tuti Widyaningrum, Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa 

Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, 

Vol.23, No.1 (Juli 2024), p.87. 
26 Abdul Halim Barkatullah, Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di 

Indonesia, Nusa Media, Bandung, 2020, p.10. 
27 Irsan Rahman, dkk., Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-commerce: Menavigasi 

Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital, Jurnal Hukum dan 

HAM Wara Sains, Vol.2, No.8, (Agustus 2023), p.688. 
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C. PENUTUP 

1. Implementasi peraturan perlindungan konsumen di Indonesia memiliki 

dampak signifikan terhadap dinamika hubungan antara pelaku usaha dan 

konsumen. Penerapan regulasi yang efektif dapat menciptakan 

kepercayaan dan keamanan bagi konsumen, sehingga memperkuat 

hubungan yang lebih sehat dan transparan dengan pelaku usaha. Namun, 

kendala seperti kurangnya penegakan hukum dan kesadaran konsumen 

masih menjadi hambatan. Jika tidak ditangani dengan tepat, hal ini dapat 

menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan ketegangan dalam 

interaksi bisnis. Oleh karena itu, peningkatan implementasi peraturan 

melalui pengawasan yang lebih ketat dan edukasi konsumen sangat 

diperlukan. 

2. Peningkatan sistem perlindungan konsumen di Indonesia sangat penting 

untuk mengatasi tantangan dari praktik bisnis yang merugikan. Penguatan 

pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk 

memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Selain 

itu, penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi dan tren bisnis 

modern, seperti e-commerce, menjadi esensial untuk melindungi 

konsumen secara lebih efektif. Edukasi konsumen yang berkelanjutan 

juga harus ditingkatkan agar konsumen lebih sadar akan hak-haknya. 
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